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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai
jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini dapat
disimpulkan sebagai berikut bahwa penegakkan Kode Etik Profesi Polri dalam
rangka optimalisasi peran Polisi sebagai aparat penegak hukum sudah
dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku, jika dilihat dari
hasil rekapitulasinya pada tahun 2017 sebanyak sembilan belas (19) kasus sudah
diselesaikan dan pada tahun 2018 masih ada tiga (3) kasus yang belum selesai.
Penegakan Kode Etik Profesi Polri perlu lebih ditingkatkan secara maksimal
untuk mencegah terjadinya pelanggaran baik itu dari segi kinerja, maupun dari
segi etika tentang patut dan tidak patut yang menjadi batasan terhadap
kewenangan Polisi yang bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun

2011.

B. Saran
1. Pemerintah perlu mengatur lebih lanjut terhadap peraturan perundang-
undangan maupun Peraturan Kapolri tentang tentang pengelompokkan
klasifikasi jenis pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan sanksi
pidananya.
2. Propam dan KKEP lebih tegas dalam melakukan pengawasan dan

menindaklanjuti pelanggaran KEPP agar memberikan efek jera dan

54



55

memperbaiki kualiatas diri setiap anggota Polisi dan meningkat citra
polisi yang bermartabat.

Polisi sebagai aparat penegak hukum seharusnya dibekali pengetahuan
dan pemahaman mendalam tentang peraturan-peraturan terkait hal-hal
yang berkenaan langsung dengan polisi untuk mencegah terjadinya

pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi Polri.
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